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BUPATI BONE BOLANGO 
PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 
NOMOR 19 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2018 

BUPATI BONE BOLANGO, 

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah 

Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Bone Bolango tentang Penjabaran  Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2018, 

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4048), 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851), 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4060), 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4269), 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 2003



10. 

11 

12. 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286): 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601), 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4405), 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



14. 

15. 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574), 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575), 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

17. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4577), 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 

18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

19. 

20. 

21. 

22. 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593), 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663), 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,



23. 

24. 

29. 

26. 
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26, 

29. 

30. 

Memperhatikan : 1. 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Masyarakat, 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83): 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815): 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165): 

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Recana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, 

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 

2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018, 

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 

2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018, 

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 

2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2011, 

Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018, 

Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 22 Tahun 2018 

tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan



Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 

2018, 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas: 

1. Pendapatan 

  

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 65.095.212.711,13 

b. Dana Perimbangan Rp. 699.012.975.688,00 

c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 211.532.418.113,00 

Jumlah Pendapatan Rp. 975.640.606.512,13 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 309.167.275.006,00 

2) Belanja Bunga Rp. 0,00 

3) Belanja Subsidi Rp. 0,00 

4) Belanja Hibah Rp. 7.375.670.000,00 

5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.698.000.000,00 

6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00 

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 176.867.963.988,00 

8) Belanja Tidak Terduga Rp. 251.751.814,00 
  

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 496.360.660.808,00 

b. Belanja Langsung 

  

  

1) Belanja Pegawai Rp. 62.186.430.754,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 203.922.106.769,80 

3) Belanja Modal Rp. 196.018.579.935,00 

Jumlah Belanja Langsung Rp. 462.127.117.458,80 

Jumlah Belanja Rp. 958.487.778.266,80 

Surplus/ (Defisit) Rp. 17.152.828.245,33 

3. Pembiayaan: 

  

a. Penerimaan Rp. 36.709.690.438,91 

b. Pengeluaran Rp. 14.000.000.000.00 

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 22.709.690.438,91 
  

Sisa Lebih Pembiayan Anggaran 

Tahun Berkenaan Rp. 39.862.518.684,24



A 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan 

Realisasi Anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bone Bolango. 

Ditetapkan di Suwawa 

Diundangkan di Suwawa 

pada tanggal 9g Agustus 2019 

SEKRETARIS DAER KABUPATEN BONE BOLANGO, 

  

   

  

TPT: AK NTOMA, M.Si 
PEMBINA UTAMA MADYA 

NIP. 19641106 199103 1 005 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019 NOMOR 19



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

Jin. Ulantha Desa Huluduotamo Kecamatan Suwawa 96184 

  

  

TELAAHAN STAF 

Kepada : Yth Bapak Bupati Bone Bolango 

Dari : Kepala BKPD Kabupaten Bone Bolango 
Nomor : 900/BKPD-BB/VIII/ d6es/2019 
Tanggal : 09 Agustus 2019 
Perihal : Usulan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone Bolango TA. 2018. 
  

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 

Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo, 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah: 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

"Pemerintahan: | 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penglolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 dan 

terakhir Nomor 21 Tahun 2011, 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 

Menimbang :- bahwa salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan 

(p- Kuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan 

Ah G SN ggungj en Pemerintah Daerah yang memenuhi prinsip tepat 

an disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan: 

     & - ahwa Kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah 

CA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan 

LA Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah 

7 diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan 

| setelah tahun anggaran berakhir, 

- Aa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

Pasal 26 Ayat I, dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan



Perda Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota sudah 

sesuai dengan Perda Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban APBD 

telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan BPK, 

Bupati/Walikota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota menjadi 

Perda dan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota menjadi Peraturan 

Bupati/Wali Kota. 

Saran : Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak Bupati Bone Bolango 

dapat mempertimbangkannya. 

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan. Atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan 

Bapak kami mengucapkan terima kasih. 

  

NIP, 1963070: 198602 1003


